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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yakni 

pembahasan, maka penulis dapat menarik 2 (dua) kesimpulan, yakni sebagai 

berikut: 

1. Upaya penerapan Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan  

pengusaha pabrik rokok membayar cukai yakni dengan memberikan tugas 

dan wewenang kepada Bea & Cukai Indonesia untuk melakukan 

pengawasan dan penertiban terhadap pengusaha pabrik rokok, selain itu 

Bea & Cukai diberikan tugas untuk melakukan penagihan atas utang cukai 

yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan sanksi 

administrasi berupa denda. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar 

pengusaha pabrik rokok dapat patuh dan tertib dalam membayar cukai. Di 

Yogyakarta sendiri Bea dan Cukai Yogyakarta telah melakukan 

pengawasan terhadap pengusaha pabrik rokok untuk memastikan para 

pengusaha pabrik rokok sudah menjalankan kewajibannya yaitu 

membayarkan cukai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
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1995 tentang Cukai juga telah menegaskan adanya sanksi bagi yang 

melanggar.  

2. Pengusaha pabrik rokok yang tidak patuh dalam membayar cukai maka 

akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 10%. Saksi tersebut tertuang 

pada Pasal 7A ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1995 tentang Cukai yang menegaskan bahwa, “Pengusaha pabrik yang 

pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka 

waktu pembayaran secara berkala berakhir, wajib membayar cukai yang 

terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% 

(sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang”. Hal ini hanya berlaku pada 

pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan 

pembayaran. Bagi pengusaha pabrik rokok yang tidak mendapatkan 

fasilitas penundaan pembayaran jika terbukti mengakali/menghindari 

pembayaran cukai dengan memalsukan pita cukai atau menggunakan pita 

cukai bekas maka akan dikenakan sanksi pidana. 

B. Saran 

Negara dalam hal ini sudah cermat dalam menetapkan Undang-Undang 

Cukai yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
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Cukai dalam hal pembayaran cukai. Penerapan Undang-Undang Cukai 

sudah cukup berhasil untuk mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok 

membayar cukai di Yogyakarta. Bagi pengusaha pabrik rokok yang tidak 

mendapat fasilitas penundaan diwajibkan untuk melunasi pembayaran 

cukai terlebih dahulu sebelum mendapatkan pita cukai. Saran penulis 

negara melalui petugas Bea dan Cukai Indonesia untuk pengusaha pabrik 

yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran lebih diawasi lagi 

karena pengusaha-pengusaha pabrik tersebut lebih beresiko untuk 

memalsukan pita cukai atau menggunakan pita cukai bekas pada produk 

yang dihasilkan. Hal ini sangat dimungkinkan karena pengusaha pabrik 

rokok yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran harus 

membayarkan pelunasan cukai diawal sebelum mendapatkan pita cukai, 

yang mana belum tentu pengusaha pabrik tersebut mempunyai dana untuk 

membayarkan secara langsung dan lunas terlebih dahulu sebelum rokok 

yang diproduksi dipasarkan.  
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